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CAPAIAN OAJAK JATENG II 63 PERSEN 

 

Sumber Gambar: 

https://www.rctiplus.com/news/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimg.inews.co.id%2Fmedia%2F600%

2Ffiles%2Fnetworks%2F2024%2F10%2F15%2F2b789_riung-media-djp-jateng-ii.jpeg&w=640&q=75 

 

Isi Berita:   

Solo (ANTARA) - Capaian pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil 

DJP) Jawa Tengah II hingga September mencapai 63,03 persen dari target yang 

ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp16,09 triliun. 

"Ada pertumbuhan sebesar 8,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata 

Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Jawa 

Tengah II Mochamad Taufiq di Solo, Jawa Tengah, Selasa. 

Ia mengatakan total penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II sampai dengan 30 

September mencapai Rp10,14 triliun atau 63,03 persen dari target yang ditetapkan. 

Berdasarkan jenis pajak, untuk pajak penghasilan (PPh) nonmigas memberikan kontribusi 

terbesar dengan realisasi Rp5,61 triliun atau 60,29 persen dari target. 

Angka ini disusul oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang 

mewah (PPnBM) dengan realisasi Rp4,31 triliun atau 67,10 persen dari target. Sedangkan 

pajak bumi dan bangunan (PBB) menyumbang kontribusi sebesar Rp39,94 miliar atau 

mencapai 102,12 persen dari target. 

Selanjutnya untuk pajak lainnya sebesar Rp183,79 miliar atau mencapai 56,76 persen dari 

target. 

Sementara itu, dari sisi kinerja penerimaan persektor, industri pengolahan masih menjadi 

penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 36,71 persen atau senilai 

Rp3,72 triliun. 
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Angka ini diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi 21,66 

persen atau Rp2,20 triliun. 

"Serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 

15,44 persen atau Rp1,57 triliun," katanya. 

Dari sisi kepatuhan wajib pajak (WP) hingga bulan September 2024 telah terkumpul 

741.466 SPT Tahunan dari total target 788.030 SPT atau setara dengan 94,04 persen dari 

target. 

"Sebagai rincian terdiri atas 51.031 SPT badan, 574.081 SPT orang pribadi karyawan, 

dan 116.354 SPT orang pribadi nonkaryawan," katanya. 

Sementara itu, dikatakannya, dalam menghadapi tantangan ke depan, pihaknya telah 

menyiapkan beberapa strategi, di antaranya melaksanakan pengawasan pembayaran masa 

(PPM) dan melakukan pengujian kepatuhan material (PKM). 

Selain itu, juga memanfaatkan dan mengoptimalkan tools berbasis ICT (information and 

communication technology), mengoptimalkan peran, dan kinerja komite kepatuhan wajib 

pajak KPP. 

"Kami terus berupaya meningkatkan kinerja mencapai target penerimaan pajak tahun 

2024," katanya. (Aris Warsita) 

Sumber Berita: 

1. https://jateng.antaranews.com/berita/554233/capaian-pajak-jateng-ii-63-persen, 

“Capaian Jateng II 63 Persen”, tanggal 15 Oktober 2024 

2. https://jatengpos.co.id/target-pajak-djp-jateng-ii-triwulan-iii-capai-6303-persen-

senilai-rp-1014-triliun/arif/, “Target Pajak DJP Jateng II Triwulan III Capai 63,03 

Persen Senilai Rp10,14 Triliun”, tanggal 15 Oktober 2024 

Catatan : 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

1. Pasal 1  

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat 

PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 
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2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah 

kabupaten/kota terdiri atas: 

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); 

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); 

d) Pajak Reklame; 

e) Pajak Air Tanah (PAT); 

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  (MBLB); 

g) Pajak Sarang Burung Walet; 

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan 

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


